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Sifat Penting
Lampiran
Hal Imbauan Pencegahan Pelanggaran
dan Sengketa Proses pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Selatan dan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Jeneponto Tahun 2024
Yth.

Penjabat Bupati Kabupaten Jeneponto

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI1/2019

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubermnur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
Umum.

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa
proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Jeneponto menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

a) Pasal 22A ayat (3), Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undng-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undng-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Waliota Menjadi Undang-undang, yang
berbunyi:

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwaslu
Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU/-XVII/2019,
menyatakan frasa “Panwaslu Kabupaten/Kota” dalam pasal 22A ayat (3)
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”,

b) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 14 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan
Wakil Wali Kota, yang berbunyi :

(1) Pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan menjadi tanggung jawab
bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

c) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran
dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas
melakukan pencegahan terhadap:

a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan

b. sengketa proses Pemilu.
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2. Peraturan mengenai Tahapan dan Jadwal Penetapan Pasangan Calon pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024:

Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal
Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagai
berikut:

Penetapan Pasangan Calon, dengan jadwal awal pada hari Minggu, 22
September 2024, dan jadwal akhir pada Minggu, 22 September 2024.

3. Peraturan mengenai larangan melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan
sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 71 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), yang berbunyi:

(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota
TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah
satu pasangan calon.

(2) Gubemur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau
Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan
sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa
Jjabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

(3) Gubemur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau
Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan
yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di
daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum
tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan
calon terpilih.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
berlaku juga untuk penjabat Gubemnur atau Penjabat Bupati/Walikota.

4. Ancaman Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 71 Undang-undang Nomor 10
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang :

Pasal 190, yang berbunyi:

Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3),
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling
lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus
ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
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C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto
Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan
berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan
Umum yang efektif dan efisien di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Maka Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto mengimbau untuk tidak
melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan
pasangan calon (jadwal awal dan akhir pada hari Minggu, 22 September 2024)
sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari
Menteri, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan.
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